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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 KESIMPULAN 

 

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU 1/1974 yang menilai mengenai 

perkawinan, yang dimana disebutkan dalam pasal 1 nya “Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan juga Pasal 2 UU 1/1974 ini mengatakan bahwa 

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya itu”. Selain yang ditentukan berdasarkan Pasal 2 UU 1/1974 

maka ada pula syarat materiil dan formil yang perlu dipenuhi untuk suatu 

perkawinan. Namun aturan pada UU 1/1974 hanya terhadap perkawinan pada 

umumnya bukan secara khusus dan secara lengkap terhadap perkwainan yang 

ditujukan pada Pegawai Negeri Sipil. Aturan yang berlaku pula terhadap perkawinan 

pada PNS tersebut hanyalah mengenai keabsahan perkawinannya. Namun Aturan 

lainnya tidak cukup untuk mengatur perkawinan yang sifatnya poligami pada PNS 

karena adanya syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi untuk melaksanakan 

perkawinan poligami tersebut. 

 

Untuk perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka tidak hanya 

melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi harus melihat pula pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan juga pembaharuan terhadap 

Perarutan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan mengenai persyaratan apa saja yang 

perlu dipenuhi untuk melaksanakan suatu perkawinan. Terhadap perkawinan 

Poligami pun ada syarat-syarat tambahan yang diperlukan untuk sahnya perkawinan 
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dan juga diatur mengenai larangan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil. Ketika seorang Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perkawinan 

secara umum maka aturan yang perlu diperhatikan ialah Undang-Undang Perkawinan 

dan juga Peraturan Pemerintah Mengenai Perkawinan Pegawai Negeri Sipil. Namun 

lain hal nya dengan perkawinan Poligami yang dimana dilakukan oleh Pegawai 

Negeri sipil pria dengan Pegawai Negeri Sipil wanita. Hal ini ditemukan perbedaan 

karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilarang untuk wanita 

yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan 

keempat. Tentunya segala persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang 

perkawinan menjadi tidak berlaku seluruhnya namun sebagian apabila status wanita 

yang akan menjadi istri kedua tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil dan dia tidak 

mau melepaskan jabatannya. Sehingga hanyalah berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 yang dapat diterapkan bagi pihak-pihak perkawinan dalam hal 

perkawinan poligami. Peraturan Pemerintah 45/1990 disini menjadi syarat khusus 

karena aturan tersebut menjadi persyaratan yang hanya ditujukan bagi Pegawai 

Negeri Sipil saja. 

 

Jika dilihat pada hierarki PerUndang-Undangan pun Peraturan Pemerintah 

merupakan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Sehingga 

bagaimanapun kondisinya maka dalam hal perkawinan Peraturan Pemerintah 

merupakan aturan yang lebih khusus yang harus dipatuhi terhadap Undang-Undang 

Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua dengan seoarang pria yang telah memiliki istri 

bukan berarti tidak sah apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan. Perkawinan 

tersebut tetaplah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat keabsahan yang sudah 

ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan, namun dari perkawinan tersebut 

terdapat konsekuensi hukum terhadap status Pegawai Negeri Sipil wanita tersebut. 

Dan konsekuensi dari tetap dilakukannya perkawinan tersebut ialah dengan 

dijatuhkan nya sanksi disiplin berat terhadap wanita berstatus Pegawai Negeri Sipil 
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tersebut yaitu berupa di keluarkan nya wanita tersebut dari statusnya sebagai Pegawai 

Negeri Sipil. Maka jika kita lihat memang terdapat suatu ketidak adilan terhadap 

wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil 

karena dengan status perkawinan tersebut menjadikan seorang wanita dilarang untuk 

menjadi Menjadi PNS jika wanita tersebut belum menjabat dan dikeluarkan dari 

Pegawai Negeri Sipil jika wanita tersebut sudah menjabat.  

 

Namun dengan tetap dilakukannya perkawinan poligami sehingga wanita 

menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat hal tersebut bukan merupakan tidak sahnya 

suatu perkawinan. Karena sekali lagi mengenai keabsahan perkawinan hanya melihat 

kepada ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU 1/1974. Konsekuensi dari tetap 

dilaksanakannya perkawinan tersebut hanya terbatas dengan diberikannya sanksi 

terhadap wanita itu dengan dikeluarkannya dari Pegawani Negeri Sipil dan tidak 

menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah. 

 

 

4.2 SARAN 

 

Sebaiknya pemerintah sebagai pembuat kebijakan memberikan keseimbangan hak 

bagi Pegawai Negeri Sipil wanita maupun  pria dalam hal perkawinan poligami 

dengan cara mengajukan hak uji materiil ketentuan pada Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990. 

Karena dalam hal ini menurut penulis, sebelumnya Pegawai Negeri Sipil wanita 

diperbolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat namun untuk sekarang 

hal tersebut tidak berlaku lagi. Dan Pegawai Negeri Sipil pria diberikan hak yang 

lebih jika dibandingkan dengan PNS wanita untuk melakukan perkawinan poligami. 

Pada PNS pria diberi kebebasan untuk melakukan poligami, namun pada PNS wanita 

dilarang untuk menjadi istri kedua,ketiga, maupun keempat dari hasil perkawinan 

poligami. Sehingga kebebasan yang seharusnya didapatkan oleh PNS wanita dalam 
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memilih pasangan menjadi terbatas akibat adanya Peraturan Pemerintah mengenai 

perkawinan pada PNS. 

 

Alangkah lebih baik jika pemerintah memerhatikan lebih lanjut aturan yang 

dibuat mengenai hak wanita yang berstatus sebagai PNS untuk menjadi istri 

kedua,ketiga, dan keempat. Karena dengan dirubahnya aturan yang membatasi hak 

wanita untuk menjadi istri kedua dan selanjutnya memungkinkan PNS wanita untuk 

dapat tetap bekerja tanpa harus mencabut jabatannya demi sebuah perkawinan 

poligami. Sehingga baru bisa dikatakan sama dengan PNS pria apabila PNS wanita 

disini dapat bebas memilih status perkawinannya. 

 

Dan mengenai pengaturan pada Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990 lebih baik untuk lebih 

jelas ditujukan terhadap wanita yang berstatus agama Islam. Karena mengenai aturan 

Poligami hanya agama Islam yang diperbolehkan untuk melakukan poligami. 

Sehingga alangkah lebih baik jika pasal tersebut jelas disebutkan bahwa pengaturan 

tersebut untuk wanita yang beragama Islam. 
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